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PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN 

PELANGGARAN PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 

Jambi dalam mengawasi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-

bentuk pelanggaran yang terjadi serta mengevaluasi efektivitas pengawasan yang 

dilakukan Bawaslu dalam menjamin asas-asas demokrasi seperti langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai pelanggaran, seperti pelanggaran 

administratif, etik, pidana, dan kampanye digital. Meskipun Bawaslu telah 

berupaya menjalankan tugasnya secara aktif, pelaksanaan pengawasan masih belum 

optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik, serta rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 

kelembagaan dan peningkatan partisipasi publik untuk mewujudkan Pilkada yang 

lebih berkualitas dan berintegritas. 
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THE ROLE OF BAWASLU JAMBI PROVINCE IN SUPERVISING 

VIOLATIONS IN THE 2024 REGIONAL ELECTION 

ABSTRACT 

This research explores the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of 

Jambi Province in monitoring violations during the 2024 Regional Head Elections 

(Pilkada). The study aims to identify various forms of election violations and assess 

the effectiveness of Bawaslu’s oversight in ensuring democratic principles such as 

direct, public, free, confidential, honest, and fair elections. Using an empirical 

juridical method, data were collected through interviews, observations, and 

documentation. Findings indicate that violations included administrative offenses, 

ethical misconduct, criminal acts, and digital campaign-related offenses. While 

Bawaslu has actively carried out its mandate, its supervisory role is hindered by 

limited human resources, political pressures, and low public legal awareness. This 

study recommends institutional strengthening and increased public participation to 

improve the quality and integrity of future elections. 
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